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BAB I

PENDAHULUAN
1.1.     Latar Belakang Penelitian
Pada masa globalisasi di era pasar bebas sekarang ini membuat seluruh elemen harus mampu bersaing dengan para pesaingnya baik lokal maupun internasional, termasuk didalamnya persaingan sumber daya manusia itu sendiri. Kecanggihan teknologi yang dulu menjadi ciri kemajuan zaman modern kini tidak lagi menjadi nomor wahid yang begitu diagungkan, namun kebutuhan manusia yang mampu menguasai teknologi dan budaya produksi lebih mendominasi dalam era persaingan global, sehingga peran manusia produktif amat diperlukan dalam menjamin keunggulannya, karenanya diperlukan keselarasan antara strategi pengembangan secara umum dan perencanaan sumber daya manusia yang tepat.

Selain itu sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki rasio, rasa dan karsa, dimana semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi oganisasi untuk mencapai tujuannya.

Untuk menghadapi perubahan yang makin pesat dan beraneka ragam, organisasi dituntut agar dapat mengembangkan kemampuan manajemen guna mengantisipasi kejadian serta perubahan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu yang singkat maupun jangka waktu yang panjang, untuk itu manajemen dituntut untuk mampu menentukan strategi yang handal, salah satunya menentukan strategi perusahaan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia.

Dengan kata lain sumber daya yang ada merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan saling menunjang karena sumber daya manusia merupakan tenaga pengelola yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya lainnya didalam suatu organisasi. Sumber daya manusia atau lebih dikenal dengan istilah pegawai merupakan inti dalam suatu institusi, karena semua unsur tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh pegawainya. Manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut, keberhasilan sangat mungkin dicapai manakala peraturan atau kebijakan dan prosedur, serta mekanisme kerja yang berhubungan dengan manusia dan organisasi tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta pencapaian strategis. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia karena manajemen sumber daya manusia yang efektif merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. 

Manajemen yang baik adalah manajemen yang dapat menciptakan dan mengembangkan motivasi kerja yang berbasis pada pegawai yang memiliki integritas tinggi dan didukung oleh sistem remunerasi yang baik, transparan dan berbasis pada kebutuhan ekonomi pegawai saat ini. Manajemen yang baik adalah manajemen yang mau melakukan perbaikan/mereform dirinya, baik dari sisi internal organisasi/perusahaan seperti merubah paradigma pegawai menjadi agen yang melayani customer, maupun melakukan perubahan untuk pihak luar, seperti menciptakan pencitraan organisasi dimata masyarakat.

Salah satu produk perubahan manajemen intansi pemerintah adalah mereform paradigma dibidang ekonomi, yaitu menciptakan kesadaran akan pentingnya kemandirian pembiayaan pembangunan nasional dimana sejak reformasi bergulir pembiayaan pembangunan ditekankan dari sumber daya dalam negeri antara lain yang berasal melalui penerimaan pajak.
Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa image masyarakat terhadap pajak selama ini sebagai suatu hal yang ditakuti. Masyarakat masih memberikan penilaian negatif terhadap pajak baik dari sisi pelayanan yang buruk maupun praktek-praktek korupsi yang terjadi di instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga hal ini perlu dilakukan reformasi dari sisi integritas pegawai pajak. 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah membudaya di Indonesia juga dialami di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, hal ini terjadi  antara lain disebabkan Wajib Pajak tidak mau melaporkan secara jujur pajak yang harus dibayar sehingga memberi kesempatan bagi petugas pajak untuk bernegosiasi dengan wajib pajak terhutangnya. Budaya organisasi yang berlaku tidak tepat sehingga menimbulkan penyimpangan tujuan organisasi, selain itu, pengawasan terhadap petugas pajak masih kurang. Hal ini tercermin dari kurangnya tindakan tegas terhadap petugas pajak yang melakukan penyelewengan sehingga tidak menimbulkan efek jera. 

Melihat kondisi tersebut diatas, para petinggi di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disponsori oleh International Monetery Fund (IMF) pada akhir tahun 2001 merumuskan suatu visi dan misi yang intinya melakukan perubahan yang signifikan di bidang birokrasi perpajakan berupa reformasi pada struktur organisasi, sistem administrasi perpajakan dan peningkatan integritas pegawai termasuk merubah paradigma pegawai agar lebih profesional dengan menerapkan nilai-nilai organisasi yang baik dan membina integritas pegawai, salah satu elemennya adalah memberikan remunerasi yang mencukupi kebutuhan hidup pegawai dan penghargaan seimbang dengan kinerja pegawai sehingga diharapkan dapat menekan perilaku korupsi dan membentuk pegawai yang memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. semua perubahan itu masuk dalam paket reformasi perpajakan. 
Sejak awal reformasi perpajakan pemerintah telah mengalokasikan dana untuk remunerisasi dan secara resmi di tahun 2011 dana tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu pos reformasi birokrasi. Dengan  adanya  reformasi  birokrasi, pemerintah  dituntut  bisa  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik  dan berkualitas. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Hal itu tersebut dapat menggambarkan kinerja lembaga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak di unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak khususnya pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara menempati posisi yang sangat penting dalam menjamin kelancaran kerja, karena merekalah  yang berhadapan langsung dengan aktivitas utama organisasi untuk menghasilkan output tertentu yang diusahakan.

Oleh karena itu pegawai dikatakan mempunyai kinerja yang baik, antara lain bila mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu menjadi sumber daya manusia yang berkinerja baik.

Unsur pelayanan disadari menjadi hal yang sangat penting sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menuntut jajaran pegawai, baik atasan maupun bawahan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara untuk memberikan pelayanannya secara profesional dengan kualitas kerja dan kinerja yang lebih baik. Kenyataan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, kinerja pegawainya masih belum optimal. Indikasi ketidakoptimalan kinerja dengan adanya Complaine dari masyarakat atau pengguna jasa pelayanan (Wajib pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Berikut tabel mengenai pelaporan hasil kerja per tahun 2012 s/d 2014.

Tabel 1.1
Data Complaine Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 
Bojonagara Periode 3 Tahun
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014

	1.
	Pelayanan yang tidak ramah
	5 kasus
	3 kasus
	2 kasus

	2.
	Waktu penyelesaian permohonan wajib pajak yang terlalu lama
	6 kasus
	5 kasus
	4 kasus

	3.
	Ketidaknyamanan kondisi ruangan kantor
	4 kasus
	3 kasus 
	2 kasus

	4.
	Birokrasi yang berbelit-belit
	3 kasus
	2 kasus
	1 kasus


Sumber : Data KPP Pratama Bandung Bojonagara
Tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara masih rendah, setiap tahun sejak tahun 2012 terdapat complain dari Wajib pajak perihal kinerja pegawai dalam melayani masyarakat. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan data complain tiap tahunnya, namun masih saja belum dapat dikatakan kinerja pegawai sudah baik. Kinerja pegawai dikatakan baik jika respon dari pihak eksternal juga baik.

Reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak telah berjalan 10 tahun, dimulai tahun 2002 dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan secara menyeluruh program reformasi ini diterapkan diseluruh Indonesia akhir tahun 2008, salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang mulai menerapkan reformasi sejak bulan Juni  2007, adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara  melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang perubahan atas PMK Nomor 132.01/2006, tanggal 22 Desember 2006, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal DJP. Sejalan dengan waktu, muncul fenomena yang bertentangan dengan reformasi birokrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, yaitu menurunnya prosentase kinerja utama kantor terhadap pencapaian realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara  dimana pada tahun 2012 prosentase penerimaan dapat mencapai hingga 119,41 % namun sejak tahun berikutnya 2013, 2014 hingga 2015 turun menjadi 106,46%, 101,93% hingga 84,1% (Lihat Tabel 1.2).

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Tahun 2012-2015
KPP Pratama Bandung Bojonagara (dalam ribuan)

	Tahun
	Target (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	(%) Thd Target

	2012
	678.437
	640.899
	94.47%

	2013
	688.044
	627.825
	91.25%

	2014
	776.189
	702.565
	90.51%

	2015
	1.068.904
	906.729
	84.83%


Sumber : Data KPP Pratama Bandung Bojonagara

Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu fenomena, mengapa penurunan realisasi ini terjadi, yaitu terjadinya resesi ekonomi dunia yang secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan perekonomian  Negara khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, disamping itu juga adanya peraturan dan atau kebijakan pemerintah dibidang perpajakan anatara lain dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. 

Perlu diketahui kontribusi penerimaan pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan-perusahaan wajib pajak yang beralamat kantor di seluruh wilayah Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sukasari Kota Madya Bandung dimana kebanyakan kegiatan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha didominasi pengusaha-pengusaha besar dari dalam negeri, sedangkan sebagian lainnya kontribusi dihasilkan bidang usaha property. Makin tingginya target yang harus dicapai dari tahun ke tahun dibandingkan kegiatan usaha dari sektor industri, pertambangan, jasa, dan perdagangan tidak bertambah sangat mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan kantor.

Selain itu kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang semakin merebak sejak awal tahun 2010 kembali mencoreng citra Direktorat Jenderal Pajak yang sedang berbenah untuk menjadi institusi yang bersih dari KKN. Dimulai dari kasus penggelapan oleh oknum petugas pajak sampai dengan kasus-kasus selanjutnya yang terus bermunculan tiada henti seperti air yang mengalir semakin memperburuk keadaan, sehingga penilaian masyarakat terhadap institusi ini semakin lama semakin buruk yang imbasnya kesadaran untuk membayar pajak menjadi berkurang. Fenomena ini juga dapat menurunkan kinerja pegawai dari sisi motivasi kerja.
Kinerja pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai merupakan bagian dari alat manajemen personalia yang dapat mendorong dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh semua pihak. Sumber daya manusia yang ada diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pegawai pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas pegawai, karena bagaimanapun juga hal tersebut menempati posisi yang cukup strategis sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 
Hasil pra survei pendahuluan terhadap 30 pegawai mengindikasikan kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara belum optimal. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kinerja pegawai yang didapatkan oleh peneliti :

Tabel 1.3
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kinerja Pegawai
	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu
	20
	15
	45
	10
	10

	2
	Memahami dan menguasai pekerjaan  sehari-hari
	23
	10
	40
	20
	7

	3
	Kemampuan sesuai dengan beban pekerjaan dan latar belakang pendidikan
	50
	10
	30
	5
	5

	4
	Selalu mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas
	25
	20
	40
	10
	5

	5
	Berinisiatif mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kerja
	45
	20
	20
	10
	5

	Rata-rata
	47.60
	52.40

	
	Cenderung Baik
	Cenderung Kurang  Baik


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa kinerja pegawai KPP Bandung Bojonagara cenderung kurang baik, terlihat dari  pegawai dalam bekerja kadang belum memahami dan menguasai pekerjaan,  pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kadang tidak tepat waktu, dan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kurang mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak KPP Bandung Bojonagara, karena akan berdampak terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
Kepuasan kerja merupakan faktor pendorong meningkatnya kinerja pegawai yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada peningkatan kinerja organisasi (Gorda, 2012:104). Blum (As’ad, 2010:136) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap yang terkait dengan pekerjaan dan faktor-faktor khusus seperti upah, supervisi, kestabilan pekerjaan, ketentraman kerja, kesempatan untuk maju, penilaian kerja yang adil, hubungan sosial di dalam pekerjaan, dan perlakuan atasan. Mathis dan Jackson (2011:205), mengemukakan kepuasan kerja merupakan keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. 
Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara ada sebagian pegawai mengeluhkan berbagai kekurangan dalam menjalani pekerjaannya, pemberian insentif yang berbeda-beda, kondisi fisik sarana dan prasarana, lingkungan kerja,pengembangan diri yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja.

Tabel 1.4
Data Peringkat Jabatan (Grade) Pejabat Eselon IV 
di KPP Pratama Bandung Bojonagara

	No
	Jabatan Eselon IV
	Peringkat Jabatan (Grade)

	1.
	Kepala Sub Bagian Umum
	15

	2.
	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d IV 
	15

	3.
	Kepala Seksi Penagihan
	15

	4.
	Kepala Seksi Pelayanan
	15

	5.
	Kepala Seksi Pengolahan Data dan informasi
	14

	6.
	Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
	14

	7.
	Kepala Seksi Pemeriksaan
	15


Sumber  : Data KPP Pratama Bandung Bojonagara
Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan peringkat jabatan ditingkat jabatan yang sama yaitu Eselon IV di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Peringkat Jabatan (grade) sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 376/KMK.01/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan. KMK yang berlaku sejak 30 Desember 2008 ini mempengaruhi besarnya imbalan berupa tunjangan jabatan tiap bulan dan pemberian insentif yang diterima tiap tahun. Hal ini tentu saja memberi dampak pada tingkat kepuasan kerja dari pegawai tersebut. Dengan volume pekerjaan dan tanggung jawab yang sama dalam jabatan namun ternyata dalam pemberian penghargaan berupa imbalan dan insentif yang diterima tidak sama (berbeda).

Kepuasan kerja itu sendiri merupakan aspek penting yang harus diperhatikan sebuah organisasi, karena kepuasan kerja merupakan salah satu aspek dan efektifitas sebuah organisasi yang harus dicapai dan kepuasan itu sendiri meliputi apa yang dihayati atau dirasakan secara individual perasaan senang atau tidak senang terhadap hasil kerjanya, bukan dilihat dari sudut kepentingan perusahaan (Davis and Newstrom dalam Suryana Sumantri, 2001:82). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan cara individu merasakan pekerjaannya yang dihasilkan dari sikap individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaan. Cara individu merasakan pekerjaan juga dipengaruhi oleh karakteristik individu serta situasi-situasi baik didalam maupun diluar lingkungan pekerjaannya.

Dilakukan pra survei terhadap variabel kepuasan kerja secara umum terhadap 20 orang pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara. Survei dilakukan dengan menanyakan sikap pegawai terkait lima dimensi kepuasan kerja menurut Robbins (2013:184) yaitu pekerjaan itu sendiri, upah dan promosi, kondisi kerja, rekan kerja dan atasan serta kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian dimana masing-masing dimensi diwakilkan oleh satu 3 pernyataan. 
Berikut adalah hasil pra survei mengenai kepuasan kerja pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara.
Tabel 1.5
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kepuasan Kerja

	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Puas karena dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dibebankan 
	30
	30
	25
	10
	5

	2
	Puas karena gaji dan promosi yang diberikan oleh organisasi tempat bekerja sudah sesuai dengan kompetensi
	20
	15
	30
	30
	5

	3
	Puas kerena sarana dan prasarana kerja yang ada di organisasi sudah memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan
	25
	25
	15
	20
	15

	4
	Puas  karena pimpinan selalu mempertimbangkan usul atau saran bawahan
	20
	40
	15
	15
	10

	5
	Puas, karena organisasi sudah tepat dan sesuai menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian
	15
	25
	30
	15
	15

	Rata-rata
	49.00
	51.00

	
	Cenderung Baik
	Cenderung Kurang  Baik


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara puas dengan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dibebankan sebesar 60%, namun ada beberapa pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara kurang puas terhadap gaji dan promosi yang diberikan oleh organisasi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai sebesar 65% dan kurang puas terhadap penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian sebesar 55%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpuasan pegawai di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam bekerja. Apabila hal tersebut tidak dilakukan perbaikan dikhwatirkan akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai di KPP Pratama Bandung Bojonagara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat digambarkan bahwa indeks kinerja yang dicapai belum memenuhi harapan sehingga menimbulkan permasalahan kinerja. Permasalahan kinerja pegawai pegawai tidak akan lepas dari motivasi kerja pegawai yang dikonsidikan oleh kemampuan dan upaya dari pegawai itu sendiri, upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual. Rendahnya motivasi kerja pegawai terlihat dari beberapa pegawai yang melakukan aktivitas lain saat bekerja, tidak kreatif dan hanya menunggu perintah atasan, kurang kooperatif dalam bekerja, menunda-nunda pekerjaan tergambar dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1.6
Laporan Ketertiban Pegawai Per Bulan Dalam Tiga Tahun

	No
	Keterangan
	Jumlah rata-rata Per Orang Dalam Prosentase

	
	
	2012
	2013
	2014

	1.
	Terlambat Datang
	8,70%
	12,77%
	21,18%

	2.
	Pulang Sebelum Waktunya
	6,72%
	8,52%
	22,35%

	3.
	Lain-lain
	5,15%
	6,17%
	10,59%


Sumber : Data KPP Pratama Bandung Bojonagara

 Berdasarkan tabel 1.6 di atas dapat menggambarkan bahwa motivasi kerja pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara masih rendah. Hal tersebut dapat tercermin dari prosentase jumlah pegawai yang terlambat datang ke kantor, pulang sebelum waktunya, dan lain-lain sejak tahun 2012 s/d 2014 semakin meningkat. Kecenderungan peningkatan prosentase dari tahun ke tahun tersebut disebabkan kemampuan dan  upaya masing masing individual yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan individu (Stanton dalam Prabuningrat, 2009:93).
Data di atas diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan yang mengindikasikan motivasi pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara relatif masih rendah. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai motivasi pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.7
Penelitian Pendahuluan Mengenai Motivasi
	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Tantangan dalam pekerjaan membuat saya tidak merasa bosan dalam bekerja
	20
	20
	30
	20
	10

	2
	Saya dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain
	50
	10
	30
	5
	5

	3
	Saya bangga  mendapat tanggung jawab dari pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya
	60
	20
	10
	10
	0

	4
	Komunikasi yang terbuka membuat saya dapat bekerja dengan baik
	45
	20
	20
	10
	5

	Rata-rata 
	61.25
	38.75

	
	Cenderung Baik
	Cenderung Kurang  Baik


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017
Berdasarkan Tabel 1.7 dapat diketahui bahwa 60% pegawai menilai dalam bekerja kadang merasa bosan, karena tidak ada tantang dalam pekerjaan. Masalah tersebut menyebabkan kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja, sehingga secara langsung hal ini akan membawa dampak terhadap kinerja para pegawai yang akan menghasilkan mutu pelayanan yang rendah. Mutu pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja para pegawai.
Kinerja pegawai berkaitan juga dengan beban pekerjaan yang dipersepsi oleh pegawai itu sendiri,sebabbeban kerja merupakan kapasitas kemampuan pegawai dalam menghadapipekerjaannya, dengan jumlah pegawai yang ada dan berbanding terbalik dengan beban kerja yang tinggi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara harus dapat memaksimalkan kerja pegawainya untuk dapat memperoleh kinerja yang diharapkan sehingga peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara terhadap pembangunan negara terlihat nyata, hal  ini  tidak  luput  dari  peran  remunerasi  untuk memotivasi pegawainya agar bekerja maksimal. Selain itu dibutuhkan budaya organisasi yang tepat serta motivasi kerja yang tinggi, mengingat kondisi karyawan saat ini memerlukan sarana dalam menciptakan motivasi yang tinggi. 

Tuntutan pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara tidaklah mudah, selain mengerjakan pekerjaan yang ada di tempat pegawai itu bekerja pegawai juga harus mengerjakan tugas lapangan di luar kantor dengan jumlah jam kerja terkadang melebihi waktu yang telah ditentukan. Berikut tabel mengenai beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja tahun 2014.
Tabel 1.8
Beban Kerja dan Ketersediaan Pegawai Tahun 2014

	No
	Unit Kerja
	Jumlah Beban Kerja Unit
	Jumlah Kebutuhan Pegawai
	Jumlah Pegawai Yang Ada
	+/-

	1.
	Kepala Kantor
	15.064
	1
	1
	0

	2.
	Sub Bagian Umum
	11.588
	12
	12
	0

	3.
	Seksi Pengolahan Data dan Informasi
	15.387
	7
	4
	-3

	4
	Seksi Pelayanan
	21.104
	16
	19
	-3

	5
	Seksi Penagihan
	5.494
	8
	6
	-2

	6
	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
	15.682
	6
	5
	-1

	7
	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
	11.051
	8
	8
	0

	8
	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
	9.530
	8
	8
	0

	9
	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
	7.413
	8
	8
	0

	10
	Seksi Ekstensifikasi
	6.466
	9
	8
	-1

	11
	Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal
	2.154
	3
	2
	-1

	12
	Tenaga Fungsional Pemeriksaan
	24.120
	12
	8
	-4

	13
	Tenaga Fungsional Penilai PBB
	1.541
	1
	1
	0

	Jumlah
	146.594
	99
	90
	-9


Sumber : Data KPP Pratama Bandung Bojonagara
Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, data diatas memperlihatkan bahwa dari jumlah pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara bila dibandingkan dengan volume beban kerja berdasarkan analisis beban kerja masih kekurangan pegawai sebanyak 15 orang. Hal ini dapat diatasi jika ketersediaan jumlah pegawai sebanding dengan volume beban kerja yang ada.
Selain jumlah jam kerja pegawaipun merasa sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas terkadang kurang mendapat perhatian dari institusi. Sementara pegawai harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa KPP Pratama Bandung Bojonagara.  Keadaan tersebut akhirnya membuat pegawai kelelahan dan tidak termotivasi untuk bekerja, dengan demikian bahwa beban kerja yang tinggi mempengaruhi kinerja pegawai. (Cohen, 2007:69) 

Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai beban kerja pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.9
Penelitian Pendahuluan Mengenai Beban Kerja
	No
	Materi Pernyataan
	SS

(%)
	S

(%)
	KS

(%)
	TS

(%)
	STS

(%)

	1
	Tanggung jawab yang diberikan kepada saya sudah sesuai dengan kemampuan 
	60
	10
	20
	10
	0

	2
	Jam bekerja dan Istirahat saya sudah sesuai dengan jadwal yang disepakati 
	20
	10
	40
	20
	10

	3
	Tugas yang diberikan sudah sesuai dengan kehalian yang saya miliki
	20
	16
	50
	14
	0

	4
	Saya selalu mengerjakan pekerjaan saya dengan penuh semangat 
	15
	25
	45
	10
	5

	Rata-rata
	44.00
	56.00

	
	Cenderung Baik
	Cenderung Kurang  Baik


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017
Hasil pra survei menggambarkan bahwa beban kerja pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara relatif tinggi, terlihat dari 70% pegawai mengganggap jam kerja dan istirahat yang diberikan kadang tidak sesuai jadwal, dikarenakan beban pekerjaan yang dikerjakan banyak, 64% pegawai menilai tugas yang diberikan kadang kurang sesuai dengan kehalian yang dimiliki.
Bagi pegawai yang menghayati pekerjaan sebagai beban kerja sehingga pegawai mengalami ketegangan didalam pekerjaan karena kemampuannya tidak sesuai dengan tuntutan organisasi maka hal ini akan berdampak pada perilaku yang ditampilkan oleh pegawai tersebut yaitu perilaku tidak efektif dalam bekerja, seperti malas, menghindari tugas atau rendahnya motivasi Aamound dalam Afrirahmiati, 2007:69).
Keadaan-keadaan di atas, diduga terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan kinerja pegawai yang belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, jelaslah bahwa faktor manusia menjadi titik tolaknya, faktor yang dimaksud peneliti adalah, beban kerja, kepuasan, dan motivasi pegawai yang melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan rencana, karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul : “Pengaruh Motivasi Kerja, Beban Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara”.  
1.2.    Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup didalam penelitian terhadap motivasi, beban kerja, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. 
1.2.1  
Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, identifikasi permasalahan yang penulis ingin kemukakan, yaitu :

1. Adanya  complaine dari masyarakat atau pengguna jasa pelayanan (Wajib pajak) pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Menurunnya prosentase kinerja utama kantor terhadap pencapaian realisasi penerimaan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

3. Pegawai dalam bekerja kadang belum memahami dan menguasai pekerjaan.

4. Pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kadang tidak tepat waktu.

5. Terdapat perbedaan peringkat jabatan ditingkat jabatan yang sama yaitu Eselon IV di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

6. Pemberian penghargaan berupa imbalan dan insentif yang diterima tidak sama (berbeda).

7. Jumlah pegawai yang terlambat datang, pulang sebelum waktunya, dan lain-lain semakin meningkat.

8. Ketersediaan jumlah pegawai tidak sebanding dengan volume beban kerja.

9. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas terkadang kurang mendapat perhatian dari institusi.
10. Penggunaan waktu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas.
11. Bekerja belum sesuai dengan standar yang ditentukan .
12. Kurang memahami tugas dan kewajibannya dengan baik.

13. Kurangnya peran pimpinan langsung untuk lebih progresif dan aktif dalam memberikan peringatan.

1.2.2
Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Bagaimana motivasi kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Bagaimana beban kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Bagaimana kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
4. Bagaimana kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
5. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
6. Seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
7. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan beban kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
8. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja  terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
1.3.   Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan motivasi, beban kerja, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai yang tujuan utamanya adalah untuk menganalis dan mengetahui :

1. Motivasi kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Beban kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
4. Kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
5. Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
6. Besarnya pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
7. Besarnya pengaruh motivasi kerja dan beban kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
8. Besarnya pengaruh kepuasan kerja  terhadap kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
1.4.   Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberi pemikiranuntuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia khususnya dalam motivasi kerja, beban kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di instansi perpajakan.
2. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu manajemen dalam mengelola manajemen sumber daya manusia sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian sumber daya manusia yang akan datang.

3. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen yang menyangkut kinerja pegawai.

4. Manambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu manajemen.
1.4.2    Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait, terutama hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi Kepala KPP Pratama Bandung Bojonagara selaku pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawainya melalui peningkatan motivasi pegawai,analisis bebankerja, dan pengetahuan tentang kepuasan kerja dari para pegawainya. Dengan demikian pimpinan dapat merencanakan prioritas kerja diberbagai sektor.

3. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kinerja pegawai yang senantiasa memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dalam menyelenggarakan pelayanan perpajakan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Sukajadi Kota Madya Bandung  khususnya dan Indonesia pada umumnya.
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